
 
 
 

BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 
NOMOR 6 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 242 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah; 
 

  b. bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui 
bersama rancangan peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun 
Anggaran 2017; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 

2017. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan Kabupaten   Katingan,  Kabupaten  

Seruyan,  Kabupaten  Sukamara,  Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

 
 

 

SALINAN 



2 

 

 
 

 
 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
  11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun  2005  tentang 

Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah    
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 
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  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

 
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor  5); 
 

  21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 310); 
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  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

 
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

 
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 
 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 
Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Nomor 19). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN 
dan 

BUPATI SERUYAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Seruyan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. 

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.  

9.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
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BAB  II 
 

ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017  sebagai                        
berikut : 
1. Pendapatan    Rp. 1.009.574.707.948,74 

2.  Belanja   Rp. 1.076.628.932.436,35  

 
     Surplus/ Defisit  ( Rp.      67.054.224.487,61)      
       

3. Pembiayaan Daerah :  
 

a.  Penerimaan  Rp.    74.554.224.487,61 
 

b.  Pengeluaran  Rp.      7.500.000.000,00                 

 
 Pembiayaan Netto Rp.   67.054.224.487,61  

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.      0 ,00             

 
Pasal 3 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 50.547.118.710,21 

b. Dana Perimbangan sejumlah  Rp. 855.113.576.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 

103.914.013.238,53 
 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.  19.064.934.712,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 7.667.830.848,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah    

Rp.6.081.708.668,04 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.17.732.644.482,17 
 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 88.706.952.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.  621.956.847.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 92.136.000.000,00 

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah Rp. 44.813.777.000,00 
e. Dana Insentif Daerah Rp. 7.500.000.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 21.124.214.238,53 
b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 80.289.799.000,00 

c. Pendapatan Lainnya Rp. 2.500.000.000,00 
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       Pasal 4 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 466.553.606.964,35 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 610.075.325.471,86 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 276.709.808.018,42 

 
 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 15.636.330.000,00 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.211.490.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 425.000.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 2.700.000.000,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 143.770.430.902,00 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.600.548.044,07 

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 69.128.361.766,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 246.092.949.980,78 

c.  Belanja Modal sejumlah Rp. 294.854.013.725,08 
 

Pasal 5 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 74.554.224.487,61 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  7.500.000.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya   (SILPA) 

sejumlah Rp. 74.554.224.487,61 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0.00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 

b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 
c.  Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 

d. Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00 
 

(4) Pembiayaan Netto Rp. 67.054.224.487,61 
(5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. 0 
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Pasal 6 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 
 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan;  

 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  

 
6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan  

Daftar Pinjaman Daerah; 

 
7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;  

 
8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  

 
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset  Tetap 

Daerah;  

 
10.Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset  

Lainnya;  
 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

 
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 
 

Pasal 7 

 
Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB   III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.  

 
 

                          Ditetapkan di  Kuala Pembuang  
                                pada tanggal 28 Desember 20163316 

   
BUPATI SERUYAN, 

 

TTD 
 

SUDARSONO 
  

 
Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal  29 Desember 2016 

9 Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN 

 
            TTD 
 

HARYONO 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 41 
SERI A 
 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06 , 73 / 2016 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

NOMOR      TAHUN 2016 
 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

I. UMUM 

 
Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006  tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD 

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan  daerah. Penyusunan APBD sebagaimana 

dimaksud berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki 

fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan 

stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016       
NOMOR 70 
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